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SALINAN

+ BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MACETAN
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA

Menimbang

Mengingat

TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

- Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Magetan, perlu menetapkan Peraturan ‘Bupati tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan,

1.

Undung-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan [aerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonssia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undeng-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wllayah
Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pcmbentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
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Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarfa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730); '

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 N:;mor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 54%4);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran [Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor
5679); )

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Pcraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tent.lemg Pembenéukan Produk Huk;.lm Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Nrgeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 201.5 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);
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Menetapkan

¢

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar
Reformasi Birokrasi Ncmor 17 Tahun 2021 Tzntang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 325);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik I[ndonesia Nomor 4§
Tahun 2021 :l‘entang Penyederhanaan  Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah  Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupa.en Magetan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten MagetanTahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA  DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Pemerintah Daerah adalah Femerintah Kabupaten
Magetan.
Bupati adalah Bupati Magetan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Magetan, .
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Magetan,
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10.

11.

(1)

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Magetan.
Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Mzgetan.
Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Magetan.

T Rl

s aostsd

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata .

dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.

Unit Pelaksana Tugas Dinas yang selanjutnya di singkat
UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas Pariwisata
dan  Kebudayaan  Kabupaten Magetan  yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu,

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi‘d&n tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang® berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB ]
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana ' urusan

pemerintahan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan

kebudayaan.

(2) Dinas dipimpin oleir Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertangguing jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten,

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, terdiri atas:
a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Kelompok Jabatan Fungsional,

Dipindai dengan CamScanner




i <
—— o - . ————

-Bidang Pengelolaan Pariwisata, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional;

¢.Bidang Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan
Ekonomi Kreatif, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional:

d.Bidang Kebudayaan, membawahi Kelompok .Jabatan
Fungsional,

e. UPTD; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimalisud pada ayat (1) huruf b,
huruf b dan ¢ dan hurut d dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas, |

(4) Sub Bagian sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf
angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala UPID yang berada di bawah dan
bertanggung jawab keprida Kepala Dinas.

BAB 111
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

(1) Dinas sebagaimana aimaksud pada ayat (2) mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan
Kebudayaan, serta Tugas Fembantuan.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
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(1)

(2)

PeMumusan kebijakan di bidang pariwisata, ekonomi
kreatif dan kebudayaan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, ekonomi
kreatif, dan kebudayaan;

C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
rariwisata, ekonomj kreatif dan kebudayaan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata,
ekonomij kreatif dan kebudayaan; dan

e

Pelaksangan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, inengoordinasiken dan mengendalikan
kegiatan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian,
perlengkapan,  penyusunan program,  keuangan,
hubungan masyarakat dan protc;kol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;

@

péngelolaan urusan rumah tangga, hubungan

™

masyarakat dan protokol;

g. pengelolacn penyusunan perencanaan evaluasi dan i
pelaporan, program dan anggaran;

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan
perundang-undangan;

i, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-

tugas bidang; -

pengelolaan kearsipan;
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Pelaksanaan nengadaan barang dan jasa;
pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi
dan tatalaksana; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen Kepala
Dinas,

Pasal 6

Sub  Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1,
mempunyai tugas : ’

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaarn,
pendistrihusian dan pengiriman surat-surat,
penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan
perpustakaan;

menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rurnah tangga
dan keprotokolan;

€. menyiapkan bahan pelaksanaan fugas urusan

hubungan mesyarakat;

menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan

kepegawaian;

menjiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang

milik daerah;

f. menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

g. menyiapkan bahan rpenyusunan ' dan evaluasi
ketatalaksanaan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaa Pariwisata

Pasal 7

(1) Bidang Pengelolaan Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis
dan destinasi pariwisata, pengembangan sumber daya

manusia pariwisata serta pengelolaan usaha pariwisata.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diFnaksud

pada ayat (1, bidang pengelolaan pariwisata,

mempunyai fungsi:
a.

-

pPerumusan  dan  pengoordinasian  kebijakan
pengelolaan daya tarik, kawasan strategis dan
destinasi pariwisata, pengembangan sumber daya -
manusia pariwisata serta pengelolaan usaha
pariwisata;

Penyusunan dan pelaksanaan kajian, pendataan
dan pemetaan potenci pada daya tarik, kawasan
Strategis dan destinasi pariwisata, sumber daya

manusia pariwisata serta usaha pariwisata;

‘Pengembangan dan pengelolaan daya tarik, kawasan

Strategis  dan  destinasi  pariwisata yang
berkelanjutan;

pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber
daya manusia pariwisata;

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terkait
perizinan dan standarisasi usaha pariwisata;
penyusunan rekomendasi terkait daya  tarik,
kawasan strategis dan destinasi pariwisata, sumber
daya manusia pariwisata serta usaha pariwis;‘ata;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata dan
Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 8

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan

Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan pe.nasaran pariwisata dalam/luar negeri

dan ekonomi krealif tingkat dasar.

8
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Pada  ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata dan
Pengembangan Ekonomj Kreatif mempunyai fungsi:

a. -
pelaksanaan promosi informasi pariwisata dan

ekonomj kreatif;

b. pelaksanaan fasilitasi promosi informasi pariwisata
dan ekonomj kreatif;

¢ Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan validasi
data kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif}

d. pelaksanaan dan penyusunan analisa pengembangan
Pasar dan strategi pemasaran nariwisata dan ekonomi
kreatif;

€. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan event
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tren
perkembangan pasar;

f.

Péngembangan kemitraan dan kerjasama dengan

lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam

peningkatar pemasaran dan kelembagaan pariwisata

dan ekoriomi kreatif;

8. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan
ekonomi kreatif;

h. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, fasilitasi,
pengembangan ckonomi kreatif;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan
Pasal 9

(1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
pelindungaﬂ- pengembangan, pemanfaatan, don

|

|

pembinaan di bidang kebudayaan. I
|
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) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

- pelaksanaan

' PElaksa.naan

. pe]aksanaan komunikasi

. pelaksanaan revitalisasi

. pelaksanaan konservasi,

Pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
a.

perlu musan  dan pengoordinasian ~ kebijakan
Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan

Pe€mbinaan ¢; bidang kebudayaan;

inventarisasi, pengamanarn,
pemeliharaan, dan Penyelamatan kebudayaan,
pengkajian, eksperimentasi,
reaktualisasi, dan revitalisasi di bidang kebudayaan;
dan kolaborasi melalui
kerjasama dan kemitraan dj bidang kebudayaaii;
pelaksanzan pameran, pertunjukan, penyajian materi
edukasi. promosi, dan internalisasi di bidang
kebudayaan;

pelaksanaan pendataan, inventarisasi, registrasi, dan
pemetaan cagar budaya dan sejarah lokal;

dan pelestarian tradisi
budaya;

eskavasi, pemugaran,

penyimpanan, penataan, revitalisasi, dan

rekonstruksi di bidang cagar budaya dan sejarah
lokal;

. pelaksanaan reviu, penelaahan, dan pengkajian di

bidang cagar budaya dan sejarah lokal:

pelaksanaan komunikasi dan kolaborasi ~melalui
kerjasama dan kemitraan di bidang cagar budaya dan
sejarah lokal;

. pelaksanaan pameran, penyajian materi edukasi,

promosi, dan internalisasi di bidang cagar budaya
dan sejarah lokal; |
pelaksanaai fasilitasi standarisasi, sertifikasi, dan
peningkatan lkuyalitas sumber daya manusia dan
lembaga di bidang cagar budaya dan sejaruh lokal:
penyusunan rekomendasi pelindungan,
pe'ngemba_ngan, pemanfaatan, dan pembinaan di

bidang cagar budaya dan sejarah lokal;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;dau
s <laksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
o.p

Dinas.

10
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Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

. Pasal 10

Jumlah, Nomenklat
fungsi Upr sebagaj
hurufe, ditetapkan

ur, SUsunan organisasi, uaian tugas dan
Mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dalam Peraturan Bupalti tersendiri.
BAB v
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan pyn

gsional mempunyai tugas
mel A

akukan kegiatan sssuaj dengan jenjang jabatan

fungsi - - '
ungsional masing-masing  berdasarkan ketentuan

Peraturan pemndaﬂg'undanga_n_

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1) terdiri dari beberapa jabatan fungsional
dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya., ,

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapka..
oleh Bupati berdasarkar kebutuhan dan beban keria,
sesuai peraturan perundang-undangan. '

(4) Jabaian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan
perundang-undangan. .

(5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai
Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas
dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.

(6) Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub
Koordinator herkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab secara langsung kenmada Sekretaris
atau Kepala Bidang.

(7) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan Kepala Dinas.

11.
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(8) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub
Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA

" Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Kepala. Dinas, ‘Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, dan Kelampok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi  dan
sinkronisasi baik dalam 'lingkungan masing-masing
maupun - antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain diluai

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya
masing-masing. .

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

t tugas bawahannya.

(4) Setiap  pimpinan satuan organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya

f masing-masing serta menyampaikan laporan berkala

| tepat waktu.

i (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan scbagai hahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahannya.

12
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(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula

kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
Mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulaj berlaku, pejabat dan
Pelaksang Pada  Perangkat

Daerah yang .ada tetap
mendudukj

jabatannya dan melaksanakan tugasnya

Sampai dengan pelantikan dalam jabatan baru ber

dasarkan
Peraturan Bupati inj.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

B

Pasal 14

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaky Peraturan

Bupati IMagetan Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Orgenisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

13
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Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan,
Agar setiap

peng‘lndangan

mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Bupati ini dengan

Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Diundangkan dj Magetan
pada tanggal 3] Desember 2021

Ditetapkan di Magetan _
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD

SUPRAWOTO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 92

-

Q]
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